
SATUAN PERANGKAT DAERAH 

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  Program Fasilitasi 

dan Koordinasi 

Hukum

 

1.

Fasilitasi 

Penyusunan 

Perundang-

undangan

- Peraturan Daerah Perda
1 3 33          45,000,000 44,758,300      99.46     99.46

- Peraturan 

Gubernur
Pergub 6 10 60

- Keputusan 

Gubernur
Kept. Gub 174 181 96

 Fasilitasi 

Penyusunan Produk 

Hukum Penetapan

         16,528,320 11,250,000      68.06     68.06

- Produk 

Hukum
1 0 0          49,095,720 28,970,000      59.01     59.01

Perda 1 3 33

Pergub 6 10 60  

Naskah 6 11 55

- Produk Hukum 

Kab./Kota

Perda 

Kab./Kota

12 15 80
         49,095,720 13,000,000      26.48     26.48

Perbup/ 

Perwal

25 51 49

Fasilitasi dan 

Evaluasi Produk 

Hukum 

Kabupaten/Kota

Bagian 

Peraturan 

Perundan-

undanan 

Kab./Kota

Meningkatnya 

Efektivitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Daerah Bidang 

Fasilitasi dan 

Koordinasi Hukum

Persentase Fasilitasi 

dan Evaluasi Produk 

Hukum Daerah MoU 

dan Perjanjian 

Kerjasama

Fasilitasi 

Penyusunan Produk 

Hukum Pengaturan

Bagian 

Perundang-

undangan 

Provinsi

Produk Hukum 

dan Naskah 

Hukum Lainnya

Pendokumentasin 

Produk Hukum dan 

Naskah Hukum 

Lainnya

Bagian Bantuan 

Hukum

 

Permasalahan

Upaya 

Penyelesaian 

Masalah

Upaya Kedepan 

untuk Meningkatkan 

Kinerja PD

Penanggung 

Jawab

APBD

Uraian Satuan
Target 

Kinerja
Realisasi %  (Rp)  Realisasi % Fisik (%)

3

CAPAIAN  KINERJA TAHUN 2021

 

: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI 

TRIWULAN : I (SATU)  

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

 Program/ 

Kegiatan 

ANGGARAN



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Permasalahan

Upaya 

Penyelesaian 

Masalah

Upaya Kedepan 

untuk Meningkatkan 

Kinerja PD

Penanggung 

Jawab

APBD

Uraian Satuan
Target 

Kinerja
Realisasi %  (Rp)  Realisasi % Fisik (%)

3

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

 Program/ 

Kegiatan 

ANGGARAN

 159,719,760       97,978,300      253        253              

Fasilitasi Bantuan  

Hukum
        

Bagian Bantuan 

Hukum 

- Litigasi Perkara 1 4 25  Fasilitasi 

Penyelesaian 

Masalah Hukum

         45,492,900 38,990,000      85.71     85.71

 

- Non Litigasi Perkara 1 1 100
Fasilitasi 

Penyelesaian 

Masalah Non 

Litigasi dan HAM

         26,676,300       23,401,700 87.72     87.72

 

          72,169,200       62,391,700     173.43           173.43 

             

 
 

  

 

NIP. 19651231 199303 1 135

Jumlah Sasaran 1

Persentase 

Penanganan Kasus-

kasus Hukum

Jumlah Sasaran 2

Jumlah Sasaran: 1 + 2 

Mataram,                                         2021

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB,

H. RUSLAN ABDUL GANI,SH.MH.

Pembina Utama Muda (IV/c)


